
BI'PATI TANA TORA.'A
PROVINSI SUI-AWESI SELATAN

PENCHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN

GEDUNC DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH

KAI}UPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

KEPIJTIJSAN RI]PATI TANA TORA"IA

N(IMOR : ";

TENTANG

BUPATI TANA TORA.IA

bahwa daiam rangka Penatausahaan Barang Milik
Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2025, maka Barang Milik Daerah berupa
bangunan gedung yang telah dibongkar maka perlu
dihapus dari daftar Barang Milik Daerah Pemerintah
I(abupaten Tana Torqia;
bahwa berdasarkan Pasal 432 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah bahwa penghapusan Barang Milik Daerah

dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah

tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang,

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna BaranS;

bahwa berdasarkar pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang
Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar
Barang Mitik Daerah Pemerintah Kabupaten Tana

Toraja Tahun 2025.

Menimbang

Mengingat

a.

b

c.

1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang
Perbendalaraan Negara (Lembarar Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 4, Tambahar
l€mbaran Negara Repubtik tndonesia N

43ss);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarg

Pemerintahan Daerah (t€mbaian Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan t
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kmbara-n Negara Republik lndonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, teralhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ter.tal],g Cipt,.
Ke{a menjadi Undang-Undang (tembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan l.embaran Negara Repubtik lndonesia
Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2014 tentang
Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 333, Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7084);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2Ol4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembarar
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah ( l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daeral
(trmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perarurarr-
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 te"anft/
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O24 Nomor 35O);

Ir
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8.

9.

10

11

12

Memperhatikan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Telo:tis Pengelolaan Keuangan
Daerahi
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Torqia Nomor 4

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Ataa Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Torqja Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengar
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4
tahur. 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toreja Nomor 3
Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tora.ja
Tahun 2025 Nomor 3);
Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 18 Tahun 2025
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O25 lBerita
Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor
18);
1. Surat Bupati Tana Torqia Nomor | 9OO-42-

BPKPD /X 12025 tanggal 30 Oktober 2025 perihal
Persetujuan Pembongkaran Barang Milik Daerah ;

2. Surat Bupati Tana Torqja Nomor : 900-48-
BPKPD / X/ 2025 tanggal 14 Ol.tober 2025 perihal
Persetujuan Pembongkaran Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU Menghapus Barang Milik Daerah berupa bargunan

gedunB dari daJtar Barang Milik Daerah Pemerinlahz
Kabuparen Tana Toraja Tahun 2025 sebagaiman{
tercantum dalam l,ampiran Keputusan Bupati ini dan
merupal<an bagian yang tidal< terpisahkan. I
Pengefola Bararg mela-kukan Penghapusan dan l-
daftar Bararg Milik Daerah dan melaporkan hasil /

KEDUA
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KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah
kepada Bupati Tana Toraja.
Segala biaya yang timbul sehubungan dengan
ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
tanggal

TAITA TORAJ+

1. Ketua DPRD Kabupaten Toraia;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
3. lnspektur Kabupaten Tana Toraja:
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja.
5. Arsip.

I TOMBEG
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